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Abstract

Decenralization is one of the forms an integral part of the life of the universal principles of democracy, a
democracy is the principle "from the peopie, by the people, and for the people”. Through these principles,
then developed a decentralized government system as "children” of the democratic system. The basic
essence of decentralization are as follows; "solving the probilem of local, lacal way, and by local people”.
Through decemralization, the community can be invelved in the prgcess of policy formulation, policy
implementation and evaluation of public policies vrienied fo the interests of the community. People will be
able ta feel the country has participated, since they actively since the beginning, particularly in the
preparation af public policy relating te community interests. Political decentralization can support the
process of democratization. Throngh decentralization, citizen or political representatives who are efected
through the election will have more power in the making of public policy. In the concept of decentralization
afien become the main thing execution organization of loecal governance and the implementation of
sustainable develop I. The concept of decentralization is affen discussed in the confext of the discussion
of the Organization of the system of local governance and development. Decenfralization is not a stand-
alone system, but rather a series of wnity of the larger system. A State of the nation embraced
decentralization nor an aliernative to centralized, hence is not dikotomis, but rather a sub-sub system within
the framewark of the organizational svstem of the State. The concept of decentralization is often confised
finterchangeably) with  dekonsenivasi  terms,  devolution,  political  decemtralizatian,  rerritorial
decentralization,  administrative  decentralization,  devolution, decemtralization, ! v, finctional
pembantuan task, and so on. With different forms of decentralization, it will affect the Regional head of the
accountabiline model.

Key Words: Decentralizalion, Regional Autonamy, Local Governance, Accountability, llead Of Area

Abstrak

Desentralisasi merupakan salah satu bentuk vang tidak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi, prinsip
universal dari sebuah demokrasi adalah prinsip “dari rakyat, oleh rakyat. dan untuk rakyat”. Melalui prinsip
terschut, maka dikembangkan suatu sistem pemerintahan terdesentralisasi sebagai “anak kandung™ dari
sistem demokrasi. Esensi dasar dari suatu desentralisasi adalah sebagai berikut; “memecahkan masalah
setempat, dengan cara setempat, dan olch orang setempat”™. Melalui Desentralisasi, masyarakat dapat
dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik vang
berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Rakyat akan dapat merasa ikut memiliki negara, karena mercka
dilibatkan secara aktif' sejak awal, terutama dalam penyusunan kebijakan publik menyangkut kepada
kepentingan masyarakat. Desentralisasi politik dapat mendukung proses demokratisasi. Melalui desentralisasi
politik, warganegara atau wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan akan memiliki kekuatan lebih di dalam
scbuah pembuatan kehijakan p\!h]lk Dalam konsep descntmhsas; sering menjadi hal wlama peldksana.an
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelalk: ™ Konsep desentralisasi sering dibahas
dalam konteks pembahasan sistem pcrwclcnaga.man puuurmlalum daerah dan pembangunan. Desentralisasi
bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaien kesatuan dari sisicin yang
lebih besar. Suatu negara bangsa menganut desentralisasi bulan pula alternatil’ dari sentralisasi, karenanya
tidak bersifat dikotomis, melainkan merupakan sub-sub sistem dalam kerangka sistem organisasi negara.
Konsep desentralisasi terschut sering dikacaukan (imferchangeably) dengan istilah-istilah dekonsentrasi,
devolusi, desentralisasi politik, desentralisasi teritorial, desentralisasi administratif, desentralisasi jabatan,
desentralisasi fungsional, olonomi, tugas pembantuan, dan  sebagainya. Dengan berbagai  hentuk
desentralisasi ini, maka akan mempengaruhi model pertangpungjawaban Kepala Daerah,

Kata Kunci: Descntralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Pertanggungjawaban, Kepala Daerah.
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PENDAHULUAN

.. menganyt fiham “sentralvosn ” dalam

Keberadaan Pemerintah daerah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
suatu sistern pemerintahan negara, bahkan secara

kekuasaomn negara, sebab sebagaimann
daped dilihat dari jiwa dan semanga!
pasal 15 UUD 1945 pahwa NKRS
menganul aves  desendralisasi dengan
memberikan  atanomi  seluas-lvasnya
kepada  Daeralt  Provinisi  dan
Kabupaien atau Kota szhagai daerah

teoritis keberadaan pemerintahan dacrah Ichih
dahuln ada dari pada pemerintahan pusat atan
pemerintahan negara terbentuk, seperti dinyatakan

Sarundajang (2005:55),

“hakwa di hamyak negara pemerintah
daerah sudah ada sebelum pemerintah
pusal  algu  pemerimtah  pasional
terbentuk. Pada zaman Yunani, suatu
nepara muncul mulai dari negara kota,
seperti  Athena  dan  Sparta,  yang
setingkat  dempun salu  pemerinichan
dagerah.  Demikian  pufa  kalew  kita
melihat  perkembang pembentuk

Negara-negara  Federal & Erapa,
mereka Hu muncw!  kareng  adama
kesepakatan  antara  pemerintah-
pemerintah daerah yang ingin bersaiu
membentuk  sualw  negara. Dalam

sk : B
ey 2 iya. 2

akibat hukum alam, manuria yang safe
akan saling rer ung deng 7

yang  lmin.  Uniuk  memperoleh
kebutuhan dan kepentingan di antarae
mereka, menyebabkan leradina proses
interaksi soxial yemg kemudian Hidak
Jarang  menjodi  pangkal  berbagai
konflik amtar worga afuu suks yany
saling berheds sotu dengan lainnva,
Perbedaan yang berkeifan dengan latar
helakang emis, bahase, budaya  dan
agama, disamping institusi sosial dun
perlimbungan politik Maupn
administratif, Ppada wmnmnye
mernpakan  indikaior  penting  hagi
periunya mempertahankan keberadaan
sebual daerah”

Pemerintahan daerah menjalankan otonemi
seluas-luasnya, kecuali urusan pernerintahan yang
oleh UL pemerintahan yang sepennhnya (100 %)
tidak  didesentralisasikan  kcpada  pemerintah
thacrah, melainkan dipusatkan, baik pengaturan
maupun pengurusannya sepenuhnya  dilakukan
pemerintah  pusal.  lebih  lanjut  dinyatakan

Kertapraja (2010:5),

e UrusanR pemer intch yuig
ride fi bk kepmia Pemer ]
dacrah, yang oleh UL ditentukan
sehagel wrusan  pemervintabon  pusal,
ridak berarti pemerintah NKRI

atanom.  Dalam  penyelenggaraan
pemerinlafun pemberian elonomi
selnas-luasnya kepada doevah memberi
kesempatan kepadn daeral mengirns
kepentingan sendiri dan  menentukan
nasib sendiri menwiu kehidupan yang
lebih  baik, sebab hamya masyarakea
dacraklgh yang memahami apa yang
ditufuhkan mereka  Pemeriviah pusal
terlaly  jauh  secara  tepat  bisa
menentukan kebuivhan rakyai doerah,
hempa bise  berandai-cndal  atan
beraswmsi, Pemberion otonomi seluas-
luasaya  depat  digrtiken  sebagai
“onufhankeliphheid ", tetapi harus hati-
hati  dalam  menafiivkan  pengertion
“onhafhankelifkheid”, jangan  sampai
diartikan sehagai kemerdekaan,
meleinkan diartikan sebagai
“kemandivian " aty “zelfitandigheid .

Menindaklanjuti  hal  tersebut.  Sarundajang
{2005:61), menyatakan bahwa,

"Kesatwan  pemerintahan di Tuae

pemerinial (dalam) negava kesetuan

tidak  memiliki kekwasaun.  Dalum

negara kesatuan harve ferdapal sebiah

UL dan  berbagei UU  clptaan
S

lembage legislatif Nasional. Baik dalam
negara if negurd
Federal pkali  diselenggarakan
desentralisasi fteritorial alay

Jumysional). Dalam negara kesatuan,
penyelenggaraan desentralivasi
ditakukan pemerintah dengan

bentuk (/1] Pemervintahan Daerah
vesugi  UUD  Negara  bersanghutan.
flengan terrelangaaranya asas
desentralisasi  dolam  bedua  beniuk
negara, dicipiakan Pemerintah Daerah
yang oleh pemerintah  pusat  dalam
ruang linghup nepara kesatuan atas
pemevintah  negara  bagian  dalam
wnegara  Federal.  Terjemaken  local
sovernment  harus  dilihat  dard  sisi
cantext  dan  comient.  Dilthai  dori
context-nya, local povernment dopat
diartiken sebagai organ dan  sebagai
Jungsi. Sebapai  fumpsi, local
government  diferfemahien  sebagai
pemerintat Iokal. Sebapi organ, local
government kevapkali disebut sebagai
local authorily yang mencakup council
atau road (Hahava  Relands  berorni
DPRD).




Secara historis perkembangan pemerintahan
daerah menurul Syafrudin (2006; 167-188),

pada tahun 1956 adalah  istilah
“Swatantra”. laitu dolam honsepsi
Pemerintah  Daerah  otonom  dimana
rancangan  Ullmya  dibahas  dalam
tahmn 1936 dan kemudian disahkan
menjadi LUV Nomor | Tahun 10357
mengenai  Pokok-Pokok Pemeriniahan
Daerah Urusen pemerintahan
“Swatantra " adwleh wrusan L
berdasarkan Asas Desenmralisasi. Asas
Dekonsentrasi tidak dimuat dalam UT.
Asas Medebewin peninggalan  sistem
Hindia Belanda, puda awal revolusi
(1948), disebur  “penyerahan ridak
penuh”, melenghapi Asay Desentralisasi
bersiful  penyerahuan penuh. Bedanya
dengmm  Asas  Desentralisasi  adalah
wrusan  pemeriniahan bersifat
"medebewind ' hanva diserahkan tugas
pelaksunaunmya  swig,  (Gdak  melipun
kewenangan merentikan
kebijaksunaan,  pembiayaun, dan
fenaga-tenaga  pelaksanaanma,  itulah
disehut  penaveraian  tidak  penuh
Penyelengearaan { i daerah,
sehenarnya dapat meri Fan beban
Pemeriniah  Pusal,  sepamjang  ltelap
herjalon di ates rel yoang mengatur
hubungan  wewenang  daerah  dan
pemerintah pusar

Pemerintah daerah dipimpin seorang
Kepala  Daerah,  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  Kepala Dacrah  harus
membuat  laporan  pertanggimgjawaban  setiap
rahunnya sebagai wujud tanggungjawab kepala
dacrah dalam mempertanggungjawabkan
penyelenggaraan pemerintaban dwergh. Namun,
yang terjadi di Indonesia sekarang ini didalam
bingkai model pertanggungjawaban  Kepala
Dacrah senantiasa tidak konsisten, seiring dengan
pergantian UL tentang Permerintahan Daerah.

PERMASALAHAN

Dari kesimpulan diatas, maka dapar diambil nti
perumusan masalah yaitu:
1. Scring Berubahnya Peraturan Perundang-
undangan tentang Pemerintahan Daerah,
2. Maodel Pertampggungjawaban Kepala Daerah
vang senantiasa berubah-ubah.

PCAREMBAMNGAY MODTL PERTANGGUNG AVWARAY -

3. Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD
dalam  Sistem  Pemerintahan Daerah
senuntiasa berubuh-ubah.

ANALISA MODEL
PERTANGGUNGIAWARBAN KEPALA
DAERAH

MobpeL PERTANGGUNGIAWABAN KEPALA
DAERAH BERDASARKAN UU No 5 TaHUN 1974

Kepala Dacrah dibantu Dinas Dacrah dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah, sepert
dmyatakan pasal 49 ULl Nomaor 5 Tahun 1974
bahwa; “Difias Daerah adalah unsur pelaksana
pemerintah daerah”. Urnsan vang diselenggarakan
Dinas Daerah vakni urusan vang telah menjadi
urusan rumah tangpa daerah, scperli diatur poin
(i) Penjelasan Umum UU Nomor § Tahun 1974,
berbunyi; “Urusan-urusan yang diselenggarakan
Dinas Daerah adalah urusan yang telah menjadi
uwrosan  rumah  tangga  daersh. Dan  dalam
menjalankan tugasnya, Dinas berada sepenubnva
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah.” Terkait keberadaan dinas daerah,
menurul Marbun (1983:96), vakni;

el karena dinas dacrah adaloh wsur
pelaksana pemerintah duerak,
pembentukan  dinas  daerak  yang
T ke A lenguarakan
urusan yang aleh pemerintak pusat relah
diserahkan  kepada  doerah untuk
menjadi  urusan  remah  angganya.
Pembentukan  dinas  daeral  wniuk
melaksanakan  urusan  yang  masih
menfadi  wewenung  pemerimiah  pusal
dan Belwm diserahkan kepada dacrah
ofanom  dengan UL aten peraturan
pemerintah  menjadi  wrusan  rumch
tangganye,  tidak  dibesarkan. Dalum
penvelenggaraan  pemerintahan  di
daerah dari segl pelaksanaan tugasnya,
apural pemertalah dasrah ataw biasa
disehur pihak eksekurif deapat dibedakan:

1. Sebagai unsur pelaksana, yailu
dinas daerakh,

2. Sebagai unsur slafpembani
pimpinen,  yaitu  sekrefariat
wileyeh daerch (sekwilda).




AAHYUNIR RALF

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, Kepala
Daerah dan DPRD memiliki hubungan kerja vang
diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.
Hubungan kerja anlara Kepala Daerah dengan
DPRI} menurut Kertapraja (2010:1649) hahwa;

“Konstruksi 17 Namor 5 Tahun
1974 vang menctapkan pemerintah
daerah  adalah  sebagal  lembaga
ofcmem  bertugas  menjalankan
semua  hak,  wewenang  dan
kewajiban penyelenggaraan
pemeriniahan daerah, dalam
pengertian mengatur dan mengurus
rumah tangganya. Ini berarii kepala
daerah dan XPRI), baik  sendiri
mﬂuprm E-’(‘-'r.“'ﬂmu mf’n}’!’fl’en&’ﬂrﬂ}({ﬂ
pengaturan dan pengurusan
pemerintalian yeg sudah
diseraghkan menjadi wrusan rumah
tangganya. Judi DPRD idak hanya
berfungsi mengatur (regelingl, akan
fetapi  juga berfungsi  mengurus
(hestuur) rumah fangga daerahnya
sendiri. "'

Dalam  upaya mewunjudkan  prinsip
“akuntabilitas”  dan  “tronsparansi”  dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap
tahunnya Kepala Daerah  membuat  laporan
pertanggungjawaban  kepada pemerintah  yang
lebih tinggi dalam hal i Presiden melalui
Mendagri, bagi Gubernur kepada Mendagri
melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota. Seperti
dinyatakan pasal 22 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun
1974,  berbunyi; “dalam hal memjalankan hak.
wewenang dan Kewajiban pemerintahan dacrah,
Kepala Dacrah menurul herark:
bertanggungjawab  kepada Presiden  melalui
Menleri Dalam Negeri.

Kepala daerah sekurang-kurangnva sckali
dalam sctahun  jugs memberikan  keterangan
pertangpungjawaban  kepada DPRD, atau jika
dipandang perlu olchmya alau apabila diminta
DPRD.  Model pertanggungjuwaban  Kepala
Daerah pada U Momor § Tahun 1971 dalam
bentuk:

1. Kepala Daersh seliap (ahunnva harus
membuat laporan  pertanggungjawaban

125

kepada Presiden melalui menteri Dalam
Negeri.

2

Fepala  Dacrah  sckurang-Kurangnya
sckali  dalam  setahun membuat
Keterangan pertanggungjawaban kepada
Dewsn Perwakilan Rakyal Dacrah.

Kepala Dacrah setiap talunoya barus membuat
laporan pertanggungjawaban  kepada Presiden
melalui Mendgri.  Selain - membuat  laporan
pertanggungjawahan, Kepala Daerah diharuskan
membual  Kelerangan  Perlanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DIRD  sekurang-
kurangnya sékali 1 tahun,

Mobper  PERTANGGUNGIAWABAN  Kepara
DAFRAH BERDASARKAN ITTI No 22 Tany 1999

Terjadinya  relormasi & Indonesia
berakibat  merubah  paradigma dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
masvarakat terlihat  lebih dinamis. Seperti
dinyatakan Sarundadjang {2005:162), bahwa:

“dolaw eva reformasi saat ini, rakyat
mwlad menemukan  kemball kedowlatan
yang dimifikima.  Masyarakar  reriihat
semakin  kritls dolwm penilaian
penpeivluan kekugsaan negara, bahkan
tidak  mengherankan  kito  mendengar
adwma  tuntnian  masyarakar  terhadap
pengeinigean pemerintahan yang barsih,
dan bebas duri korusi, kolusi,  dan
HepOTisme.

Berbeda dengan UU Nomor 3 tahun
1974, yung puda seluruh substansi UTI tersebut
lidak ada menyebutkan tentang pengertian
pemerintahan dacrah, sedangkan pada U Nomor
22 Tahun 1999 menyebutkan dengan jelas tentang
pengertian perneriniahan dacrah, Menurut pasal 1
point (d) UU Nomor 22 tahun 1999, bahwa;
“Pemerintahan  dacrah adalah  penyclenggaraan
pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah
daerah dan DPRD™. Pemerintahan dacrah terdapat
2 unsur, yakni; Pemerintah Daerah dan DPRD.
Pemerintuh duersh berdasarkan pasal 1 point (k)
ULl Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan
“Pemerintah dacrah adalah Kepala Dagrah dan
Perangkat Daerah Otonom vang lain sebagai
badan cksckulif dacrah”. Seccara jelas dapat
dikatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari 2



unsur, yakni; Kepala Daerah dan Perangkat
Dae ra]] . chﬂ]a r}ﬂﬂ'ﬂi}l ImCTL IPH k}ﬂl [}iTT :pimm
daerah, dinyatakan pasal 30 UU Momor 22 Tahun
1999, bahwa: “Sctiap Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekunf
Dacrah  dibaniu Wakil kKepala Daerah™ Kepala
Dacrah  Provinsi  disebut  Gubernur  dan
bertanggungjawab  kepada  DPRD,  dinyatskan
pasal 31 UL Nomeor 22 lahun 1999, vakni:

I. KL“pﬂlﬂ Dﬂ.c]—:'lll Pru\'in!\i di}iu"}llt ih_'TIEH“
Gubernur, vyang karena jabatannya
adalah juga schagai Wakil Pemerintah.

2. Dalam  menjalankan  tugas  dan
kewenanpan  schagai Kepala  dacrab,
Gubernur  bertanggungjawab  kepada
PIPRI) Provinsi.
Tata cara
pertanggungjawaban,
dimaksud pada ayat (2), divetapkan
dengan peraturan Tata Tertib DPRD
sesual dengan pedoman yang ditetapkan
oleh  pemerintah.  Dalam  kedudukan
sehagal Wakil T'emerintah, Gubernur
berada di bawah dan bertanggungjawah
kepada Presiden. Tata cara pelaksanaan
pertanggunbgjawaban,

pelaksanaan

Hl:]')ﬂgﬂi mana

w2

sehagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Pemerintah.

Kepala daerah Provinsi discbut Gubernur
memiliki dua fungsi yakni schagai Kepala Daerah
vang bertanggungjawab kepada DPRD, dan
schagai Wakil Pemerintah  bertanggungjawab
kepada Presiden. Kepala daerah Kabupaien
disehul Bupali, dan Kepala daerah Kota disebut
Walikota, pasal 32 UU MNomor 22 Tahun 1999,
menyalakan;

1. Kepala Dacrah Kabupaten disshut
Fiupnli\

. Kepala Daerah Kota disebut Walikota,

3. Dalam  menmjalankan  tugas  dan
kewenangan selaku Kepala Dacrah,
Bupati/Walikota bertanggungjawab
kepada Dewan Perwakilan  Rakyal
Daerah Kabupaten/Kota,

4. ‘lata cara pelaksanaan
perlanggungjawaban,  sebagai  mana
dimaksud pada ayat (3), ditctapkan
dalam DPeraturan Tata Tertib DPRD

PLRECMEANGAN MODEL PERTANGGLNGIAWASARN---

sesual dengan Pedoman yang ditetapkan

olch Pemenntah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah. Kepala Tlasrah dibantu Perangkat Daerah,
menurut pasal 60 bahwa: “Perangkat Daerah
terdiri atas sckretarial daerah, Dinas Daerah, dan
lembaga teknis daerah lainnya”. Selanjutnya pasal
65 dinyatakan; “Di  dacrah  dapat  dibentuk
lembaga teknis daerah sesuai kebutuhan dasrah™.
Khusus  untuk Pemerintah  kabupaten/kota
dibentuk  Kecamatan dan Kelurahan sebagai
hagian perangkal dacrah. Unsur pemerintahan
daerah lainnya adalah DPRD, Pengertian DPRD
dinyatakan pasal 1 pomt (¢), vakni; “DPRD
selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dadan
Tegislatif Dacrah™ Pada Ul dengan jelas
dinyatakan DPRD  disebut Badan Legisltaif
Dacrah. dan Pemerintah daerah discbut Badan
Eksekutif [Daerah. Kepala Daerah sebagai
cksckutif  dacrah  bertanggungjawab  kepada
DPRID  sebagai Legislatif daerah, artinya
“Eksckutif Dacrah™ bertanggungjawah  kepada
“Legislatit Daerah”. llubungan kenja DPRD
denpan Kepala dacrah didasarkan salah salunya
pasal 16 ayat (2) ULl Nomor 22 Tahun 1999,
vakni; “DPRD sebagai Dadan Legislatif Daerah
berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra
pemerintah dacrah™.

Schagai wujud penvelenggaraan  asas
umum penyelenggaraan Negara yakni “asas
akuntablitas” Kepala daerah harus membuat
pertanggungjawaban dalam kurun wakiu 1 lehun.
Bentuk  perlangpungjawaban  Kepala Daerah
berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, yakni
Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD.
Bentuk pertanggungjawaban  Kepala  Daerah,
untuk Gubernur sebagai Kepala Daerah dapat
dilihat pasal 31 ayat (2), vakni; “Dalam
menjalankan ugas dan kewenangannya sebagai
Kepala Daerah, Gubermur  bertanggungjawah
kepada DPRD Provinsi”. Model
pertanggungjawaban Bupati/Waliketa di dasarkan
pasal 32 ayat (32 ayat (3), babwa: “Dalam
menjalankun lugas dan kewenanpannya selaku
Kepala Daerah, Bertanggungjawab kepada DPRD
Kabupaten/Kota, Gubcrnur — schagai  Kepala
Dacrah  berlanggungjawab  kepada  DPFRD
Provinsi, dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah
mempertanggungjawabkan pelaksanamm tugasnya
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kepada  Presiden.  Sedangkan  Bupati/Walikota
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
kewenangammya kepada DPRD Kabupalen/Kola.
Ul Nomor 22 Tahun 1999 lahir saat reformasi
sedang  bergejolak  di  Indonesia,  schinpga
pertimbangan emosional terlihat lebih dominan
dibandingkan pertimbangan rasional dalam setiap
perubahan sistem di Indonesia, kelahiran 1T
Nomor 22 Tahun 1999 seakan ingin mengubah
sernua paradigma UL Nomor § Tahun 1974 yang
telah sangat lama digunakan dalam pengaturan
Pemerintahan  Dacrah i Tndonesia. Seperti
dinyatakan Wasistiono dan Wiyoso (2009;37),

bahwa;
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A Nemmew 22 Tahun TY99
yang disusun sual reformasi bergejolak,
merupakan  “kontra-konsep”  terhadap
L7 sebelumnya yakni UL Nomor 5
Tahun 1974 dan U Nomer {akm 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Semua filosofis dan poaradigma yang
mendaseri  kedwa LT harus  diganri
dianggap  Hdak  seswal  semangat
reformasi. Di vivi lain, sebenarnya ada
agenda rersembunyi chidden agenda)
yang mengubah bentuk negara unitaris
menjadi negara federal, meskipun tidak
ada jaminan dengan herubahme bentuk
negara, Jnd: ia jeedi Tebih mak
dean maju. Akan tetapi biaya politik vang
harns dibever untuk mengubah bentuk
negara akan sangal tinggi, bahkan dapat
membawa  negara  pada  fwaty
kehancuran. Beberapa buku yang ditulis
peda iohun 1999, 2000 dan 2000 ban—
Mencari Hentuk Negara ideal Indenesio
Musa Depan (2002), marak dengan isu
Sederalisme  sebagai  wpava  melawan
mode! unitaris-sentralistik yang
difalarkan  poda masa  pemerintaban
orde lama maupun pemerintahan orde
baru. Bahkan dalom buku “Kontroversi
MNegura Federal” yang disunting oleh
fkrar Nusa Bhakti dan Riza Sikbudi
dikemukokan iulisan L. De Meester, Staf
Kedvigan Besar Belgia di Jakarta pada
saat itu, yeng menceritakan keberhasilan
Belgia mengubah bentuk negara dori
unitaris menjadi federal. Akan lelopi
Belgia  memang  berbeda  dengem
Indonesia. Kita memang perlit mencari
konsep yvang konstektunl lfemany hal-hal

! herkairan dengan kehidup
herbangsa  dan bermegarn,  tanpa

ingpalkan nilai-nilal luher hang
yang ielah teryfl oleh  tekanan  don
Ferpaan Soman,

Lebih lanjut dikatakan Wasistiono dan
Wiyoso (2009:37-38), bahwa;

“Salak sam perbedoan  antara (U
Nomor 22 Tahun 1999 dengan UU

bels Aerlerky
., s g Ladale =) b
‘;; DPRD. Pada UU Nomor 22 Tahun 1999,
I DPRD diposisikan
B, e e A AR

Konstruksi ini sama dengem konstruksi
di dinghat nasivnal  ataw konstruks
negara bagian pade negara federal.
U7 Nomor 22 Tahun 1999, disusun
dalam kondisi dan suasana kebatinan
yang ingin  mengubah  paradigma
digunaken UL Nowor 5 Tabun 1974,
sangat  sentralistic  dan tidak
demokwitis. Dalam menimbang  butiv
(B dileguskan;  penyelengparaan

i daerah, dipandang pertu lebih
menekankan pada prinsip demokrasi,
peran serta masyarakal, pemerdoaan
dan  keadilan, serta  memperhatikan
potensi dan keanekaragaman Daerah .

Konstruksi pemerintahan daerah lebih
memperkuat kedudukan DPRD  dibandingkan
kedudukan Kepala Daerah. Dalam UU tersebut,
pengaturan DPRD  ditempatkan  mendahului
pengaturan tentang Kepala Dacrah, padabal dalam
berbagai ULT tentang pemerintahan daerah lainnya
pengaturan  tentang  kepala  daerah  selalu
mendahului pengaturan tentang DPRD. Hal ini
sgjalan dengan konstruksi sislem pemerintahan
nasional berbentuk presidensiil, sehingga peran
Presiden scbagai kepala cksckulif diatur terlebih
daholu, kemudian cabang-cabang pemerintahan
lainnya.

MODEL  PERTANGGUNGIAWABAN  KEPALA
DAERAH BERDASARKAN UL NO 32 TAIUN 2004

Sciclah diberlakukannya UL Nomar 22
Tahun 1999 selama lebih kurang 3 tahun, diganti
dengan UT] Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pengertian pemerintahan
daerah, menurul pusal 1 ayat (2) UTJ Nomor 32
Tahun 2004, yakni; “Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan
prinsip olonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem
NKRI sebagaimana dimaksud UUD 19457,

Berndasarkan pengerlian {entang
pemerintahan dapat dikatakan bahwa;




1. Pada pemerintahan daerah terdapat dua
lembags, yakni unsur pemerintah daerah
dan upsur DPRD, akan tetapi kedua unsur
ini tidak ada dikatakan schapai badan
eksekutif daerah dan sebgai badan
legisitait dacrsh  seperti  pada UU
pemerintahan daerah sebelumnya, vakni
UU Nomor 22 Tahun 1999 lentang
Pemerintahan Dacrah.

2. Penyelenggarasn  urusan  pemerintahan
daerah oleh unsur pemerintah daerah dan
unsur DPRD berdasarkan asas “otonomi
daerah™ dan asas “tugas pembantuan”,

3. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan
daerah ini juga didasarkan pada prinsip
otonomi schias-lnasnya.

4. Penvelenggaraan pemerintahan daerah
berada dalam ruang lingkup Negara
Kesatuan Republik  Indonesia.  atau
menggunakan  sistem  uniaris  bukan
sistem  federal, schagaimana  dimaksud

pada UTUD Republik Indonesia.

DPRD sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan dacrah berdasarkan pasal 1 aval (4)
UL Nomor 32 tahun 2004, adalah:

“Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
sclanjulnya  disebut NDPRID  adalah  lembaga
perwakilan  rakyat daerah  schagai  unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah™. DPRD
merupakan unsur penyelenggara  pemerintaham
daersh  bersama  dengan  pemerintah  daerah.
Pemerintahan  daerah,  pemerimtsh daerah
berdasarkan pasal | ayat (3) UU dinyatakan;
“Pemerintah Daeruh wduluh Gubernur, Bupari,
alan Walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah™.

Pemerintah Dacrah terdin dari Kepala
Dacrah dan Perangkat Daerah, kepala daerah
provinsi  disebut  Gubernur,  kepala  daerah
kahupalen disebut Bupati, dan kepala daerah kota
disebut Walikota. Perangkat dueruh herdasarkan
pasal 120 UL Nomor 32 Tahun 2004, adalah;

1. Perangkal Daerah Provinsi terdiri atas
sekrelariat daerah, sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga I'eknis Daerah.

. Perangkal  dacrah  kabupaten‘kota
terdiri  atas  sekretariat  daerah,

[

PER<EMBANGAN MODEL FERTANGGUNGIAVABAN--

sekretariat DDPRI), Dinas Daerah.
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
dun Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan di atas, terkait
perangkal dacrah dapal dinyalakan bahwa;

1. Ada perbedaan antara perangkat
daerah provinsi dengan perangkat
kabupaten/ota.

2. Perangkal daerah provinsi lerdin
4 unsur, yakni; sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, Dinas daerah
dan Lembaga Teknis Daerah.

3. Perangkal Daerah Kabupalen
terdiri 6 unsur, yakni, Sekretarat
Dacrah, Sckretariat DPRI, Dinas
daerah. Lembaga Teknis Daerah
dan ditambah dengan Kecamatan
dun Kelurahan, sehingga
kecamatan dan kelurahan
lermasuk sebapai perangkat
daerah.

Sckretariat dacrah dipimpin  sckretaris
daerah mempunya tugas dan  kewajiban
membaniu  kepala  daerah  dalam  menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dacrah
dan lembaga teknis daerah serta
bertanggungjawab  kepada  kepala  daerah.
Sekretarial DPRD  dipimpin  sekretaris DPRD,
diangkat dan diberhentikan
Gubernur/Bupali/Waliketa  dengan  persetujuan
DPRD, dalam melaksanakan tugas sekretaris
DIPRD secara leknsi operasional berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada pimpinan TXPRDD
dan  secara administratif  bertanggungjawab
kepada kepala dacrah melalui sekrelaris daerah.
Sedangkan Dinas  dagrah  merupakan  unsur
pelaksana otonomi dacrah, dipimpin = Kepala
Dinas, diangkar dan diberhentikan Kepala Daerah
dari Pegawal Megeri Sipil yvang memenuhi syarat
atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Dacrah
bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui
sckretaris daerah. Selain Dinas Daerah, pada
perampkal dacrah juga lerdapat adanya unsur
Lembaga Teknis Daerah vang merupakan
pendukung  tugas  kepala  daerabh  dalam
penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan
daerah bersifat spesifik berbentuk badan, kanlor,
atau rumah sakit umum daerah, lembaga teknis
daerah dipimpin kepala badan, kepala kantor, atan
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kepala rumah sakit wnum daerah diungkut dan
bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Perangkal  daerah  KabupatanKota juga
terdapat kecamatan dan kelurshan. Kecamatan
dibentuk diwilayah kabupaten’kota yvang dipimpin
Camat diangkat dan bertanggungiawab kepada
Bupati/Walikora melalui sekretaris daerah darn
pegawal negeri sipil vang memenuhi syaral
Sedangksn  Kelurahan dibentuk di  wilayah
kecamatan yang dipimpin Luruh, diangkal dan
hertangeungjawab kepada Bupati/Walikota.

Pengertian Pemerintahan Daerah
berdasarkan pasal 1 avat (2) UU Nomor 32 Tahun
2004,  adalah;  “penvelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerimah Dacrah Jan DPRD
menurat asas ofonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi  scluss-luasnya  dalam
sistem sebagaimana dimaksud dalam UUD 19457,
Dalam penyelenggaraan pemerintzhan daerah ada
hubungan  kerja kedua  umsur  penyelenggara
pemerintahan  daerah. antara DPRD  dengan
pemerintah daerah. Bentuk hubungan kerja DPRD
dengan Kepala Daerah menurut Wasistiono dan
Wiyosa (2009:40), bahwa;

“Prakiek yang terjadi dalam hubungan
antara unsur kepala daerah dan DPRD cenderung
berhadapan  secara  “diametral”. Hal ini
merupakan konsekvensi dari kedudukan antura
Kepala Daerah dan lembaga DPRD yang terpisah
satu sama lainnya, sebagai warisan dari semangat
LU Nomor 22 Tahun 1999, meskipun Undang-
Undang tersebut sudah diganti dengan T Nomor
32 Tahun 2004 Tentzmg Pemerintahan daerah.

Komstrusi  kelembagaan  daerah  harus
mencerminkan adanya suatu mekanisme chek and
balances antara cksckuil daerah, DPRD dan
masyarakat. Demikian juga jubutim politik dan
jabatan karir harus ada pembedaan yang jelas
untuk meminimalkan politisasi PNS di dacrah.
Adalah sulit meneiptukan mekanisme chek anda
Balance amtara eksekutif dacrah dengan DPRD
tanpa  keterlibutem  masyarakat.  Kurangnya
parlisipasi masyarakat menyehabkan
kecenderungan cksckutil” daerah dengan DPRD
berkolaborasi secara negatif karena tidak adanya
“pressure to be compriitive”. Tekanan dari unsur
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masyarakat sccara realita diwujudkan dalam
bentk “demand and support™ baik kepada badan
eksekulil daerah maupun kepada DPRD.

Dalam implementasinya hubungun kerja
Kepala  Daersh  dengan  DPRD  terkadang
terjadinya kondisi  “disharmonisasi”  antara
cksckulil dacrah dengan DPRD, herdasarkan 1717
Momor 32 lahun 2004 seperti Suwandi dalam
Wasistiono (2009;41), bahwa;

1. Pemilihan Kepala Daerah  sceara
langsung  akan  dapat  membuar
akuntabilitas Kepala daerah lebih kuat
dibamdingkan  dengan  akunlabilitas
DPRED. Akibat dari kondist tersebut,
||mkga akan  terjadi sl Gtk beral
keKuatan politik  yang tadinva ke
DPRD/Legialtif heafy menuju ke arah
executive  heafy. Kondisi terschut
diperkuat  lagi dengan  dukungan
perangkat dacrah kepada Kepala Daerah,
sehingpa memperkuat posisi  Kepala
Daerah.

2. Konsskvensi dari  sistem pemilihan
langsung, maka DPRD maupun Kepala
Dacrah akan berlanggungjawab langsung
kepada rakyal pemilih. KepalaDaerah
tidaklagi menyampaikan laporan
pertanggungjawabun  penyelenggaraan
pemerintahan  kepada DPRD, namun
menurut pasal 27 ayal (2) UL Nomor 32
Tahun 20041 mekanisme
pertanggungjawaban  Kepala  Daerah
diatur sebagai berikut:

a. Ke alas kepada Presiden cq.
Menteri Dalam Negeri berupa
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Duerah .

b. Kc samping kepada DPRD
berupa Laporan  Keterangan
Perimgpungjawaban  Kepala
Daerah.

c. Kc¢ bawah kepada masyarakat
berupa  Ioformasi  Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan
aerah.

3. DPRD tetap memmumyai oforitas dalam
bidang legislasi, anggaran dan bidang
kontrol.  Bila  DPRD  mampu
menggunakan  kewenangan  tersebut
secara efektif, diharapkan DPRD sedikit



banyak akan mampu mengimbangi
kekuatan eksekutif (Kepala Daerah)

4, Terjadinya perubahian signilikan
terhadap komstruksi pemerintah daerah
vang ada sekarang, dimana terdapat
kejelasan antara pejabat politik (Kepala
Daerah dan DPRD) dengan pejabat karir.
Pejabat politik bertugas merumuskan
kebijakan  politik, sedangkan  pejabat
karnr mengoperasikan kebijakan tersebut
ke dalam hentuk pelayvanan publik.

DPRD  adalah  unsur  penvelenggara
pemerintahan daerah. [stilah ini  konkordan
dengan istilah unsur penyelengparan negara pada
tingkat nasional yang basa digunakan dalam
hahasa konstitusi. Sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, kedudukan DPRD adalah
sejajar dan mitra kepala daerah. DPRD lebih
banyak menjalankan fungsi mengamr dalam
bentuk membuat  kebijakan  berupa  peraturan
daerah, sedangkan kepala daerah lebih banyak
menjalankan  fungsi  mengurus”  Dalam
menyelenggarakan pemerintahan,  pemerintah
dacrah  harus  memperlanggungjawahkan  lugas
dan  fungsinya dalam  benwk  Laporan
pertanggungjawshan  Kepala  daerah.  Apabila
dihandingkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1974,
dimana kepala daerah berlanggimgiawab kepada
pemerintah  tingkat  atasnya, maka model
pertanggungjavwaban Kepala Daerah pada 17T]
Nomor 32 Tahun 2004 terlihat hampir sama vakni
kepala  dwemh  bertanggungjawab  kepada
Pemerintah Tingkat atasnya, walaupun dibedakan
antarn Gubernur schagai kepala daersh dengan
DBupati/Walikota sebagai Kepala Daerah.

Apabila  dibandingkan  dengan U717
Nomor 22 Talum 1999, pada UL 32 1ahun 2004
model pertanggungjawaban kepala dacrah terlihat
perbednan sampal mendasar dimana LU tersebut
kepala daerah bertanggungjawab kepada 1JPRI).
Model pertanggungjawaban kepala daerah pada
UU Nomor 32 tahun 2004 diatur pasal 27 aval
(2). (3) dan (4) yang berbunyi;

2) Selam  mempunyai kewajiban
sehaggimana dimaksud pada avar (1),
kepala daerah mempunyai kewajiban
juga  untuk  memberikan  laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
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kepada  pemerintah  daerah., dan
meberikan laporan keterangan
pertunggungjawaban  kepuda DPRD,
serla menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan dacrah

kepada masyarakat.
[3). Laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada Pemerintah

schugaimana dimaksud pada ayal (2)
disampaikin kepada Presiden melalun
Menteri Dalam Negeri nntuk Gubernur,
dan kepada Menteri Dalam Negeri

melalui CGubernur untuk
Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1
{satu) tahun,

(4). Lapotan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan Pemerintah schagai
dasar melekukan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dacrah
dan sebagai bahan pembinaan lebih
lanjut  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan.

Herdasarkan ketentuan di atas, dapat
dinyatakan kepala daerah berkewajiban intuk;

1. Membuat laporan pertanggungjawaban
kepala daerah dalam bentuk Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan  Ducruh
vang dsampaikan kepada Presiden
melalui Menteri Dalam  Negeri untuk
Cubernur sebagai Kepala Daerah, dan
disampaikan kepada Menteri  Dalam
Megeri melalw Gubermur untuk Hupati
dan Walikola.

Membuat Laporan Keterangan
Perlanggumgjawaban Kepala  Daerah,
yang disampaikan Kcpala Dacrah kepada
DPRD. LKPJ-KDH berisikan penjelasan
dan  keterangan  terhadap  laporan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah
vang dilaksanakan pemerintah dacrah
dalam  wakiv 1 tahun. DPRD tidak
berhak dan berwenang “menclak™ atau
“menerima” laporan keterangan
pertunggungjawabun kepala daerah. akan
tetapi . DPRD bersifat  memberikan
tanggapan dan catatan-catatan terhadap
laporan kelermgan perlanggungjawaban
yang disampaikan kepala daerah. Hal ini
dikarenakan  kepala  dacrah  tidak

o
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bertanggungjawab kepada DPRD tetapi
bertanggungjawah kepada  pemerintah
tingkat atasnya.

3. Kepala Daerah juga membunt laporan
dalam  bentuk [nformasi Laporan
Penyelenggarnan Pemerintahen Dacrah
alan yang disingkal dengan (ILPP'D),
vang disampaikan kepada  masyarakal
dalam  bentuk  publikasi  kepada
masyarakat pada melia TREASSA.
Informasi  laporan  penyelenggaraan
pemerintahan  dacrah  ini berisikan
tentang  ringkasan dari  laporan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah
yang disampaikan kepala daerah kepada
pemerintah.  Yang dimaksud  dengan
“menginformasikan” dalam ketentuan
penjelasan pasal 27 ayat (2) UL Nomor
32 Tahun 2004 adalah; “vang dimaksud
dengan  “menginformasikan”  dalam
ketentuan ini dilakukan melalui media
yvang tersedia di doeruh dun dupal dinkses
oleh publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kepala dacrah  membual  laporan
keuangan pemerintahan daerah, yang disampaikan
kepada Dadan Pemeriksa Keuvangan schagai
laporan khusus terkait masalah keuangan, baik
penerimaan  maupun  belanja  daerah  yang
dilaksanakan pemerintah daerah selama 1 tahun
anggaran. Pemerintah Daerah harus membuat
Laporan  Akuntabilitas ~ Kinerja  Instansi
Pemerintah yang disampaikan kepada Menpan
RBE sctiap tahunnya, Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah berisikan tentang
pertangeungjawaban  dari sisi kinerja instansi
pemerintah daerah, sehingga berdasarkan Laporan
Alcuntabilitas Kincrja Instansi Pemerintah maka
Kementerian PAN dan RB sccara transparan
memberikan penilaian terhadap kinerja  instansi
pemerintah daerah.

Gubernur memiliki 2 fungsi  secara
bersumuam, yakni: schagai kepala daerah dan
sebagai wakil pemerintah di daerah. Khusus
pertanggungjawhan  Gubernur  sebagai Wakil
Pemerintah,  Gubernur  membuat  laporan
perlanggungjawahan langsung kepada Presiden
sebagai unsur pemberi tugas atau kewenang,
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dapat dilihat pasal 37 UU Nomor 32 tahun 2004,
yang menyalakan hahwa;

1. Gubernur yang Kkarena  jabatanmya
berkedudukan  jupa  schapai  wakil
pemerintah di wilayah provinsi yang
bersangkutan.

2. Dalam  kedudukannya  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Gubernur
bertanggungjawab kepada Presiden.

Terkait dengan fungsi Gubernur, maka
scorang  Gubernur  yang karcna  jubalanmya
berkedudukan sebagai wakil pemerintah di
wilayah provinsi vang bersangkutan, serta dalam
kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah

maka (‘lll]’!llﬂﬂlr berlanggumpgawab  kepada
Presiden sebagai unsur vang melimpahkan

kewenangan.

MODEL.  PERTANGGIUNGIAWABRAN  KFPaLa
DAERAH BERDASARKAN UU N0 23 TAHuN 2014

Dalam hal mengetahui pemerintahan
daerah, perlu mengetahui tentang keberadaan
pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah
merupakan subsistem dari sistem pemerintahan
nasional, scperti dinyatakan  Marbun (2005;11),
hahwa;

“Dari segi ketatanegaraan, maka aspek
strukiural dari  satu  negara sesuai  denpan
pandangan bahwa negara adalah satu orpanisasi
alau  satu  sistem. Pembagian negara dalam
beberapa daerah provinsi dan kemudian dibagi
tlalam beberapa daerah kabupaten dan seterusnya,
dimaksudkan demi kemudahan untuk pemberian
pelayanan  kepada  masyarakat  dan  untuk
mewujudkan jaringan pemerintabem yang Leratur
dan sistcmatis. Aturan permainan dan saling
hubungan antara  pemerintah  pusat  dan
pemerintahan  daerah diatur dalam UU sesuai
batasan yang tercantum dalam T/} RT Talhum
1945.

Dasar hukum tentang pemerintahan
daerah mengalami berbagai perubshan seiring
dengan  perubahan  peraturan  perundang-
undangan,  perubahun  terukhir  peraturan
penmdang-undangan  tentang  pemerintahan
daerah yakni ditetapkan UU Nomor 23 Tahun



2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai
pengganti U Nomor 32 Tahun 2004,
Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 avat 2 UU
Nomor 23 Tahun 2014, adalah; “PPenyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah aerah
dan IDPRI) bherdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi  seluas-
luasnya dalam  sistem dan prinsip NKRI
sehagaimana dimaksud dalam UTUD NKRI Tahun
19457,

Pengertian pemerintahan daerah tidak
Jauh berbeda antara pengertian vang ada pada UU
nomar 23 tahun 2014 dengan UL nomor 32 tahun
2004, yakni: Pemerintahan daerah merupakan;
1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2.0leh Pemerintah Dacrah dan DPRD.
3 Bordusarkan asas olonomi daerah dan
tugas pembantuan.
4.Nengan prinsip otonomi yang selnas-
luasnya dalam prinsip dan sistim NKRI.
5. Berdasarksan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

lerkait penyelenggaraan pemerintahan
dacrah diperjelas pasal 57 UU Nomer 23 Tahun
2014, bahwa: “Penyelenggara pemerintzhan
daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari
Kepala Daerah dan DPRD dan dibantu perangkai
daecrah™. Pemerintahan daerah  diselenggarakan
dua unsur pemerintahan daerah, vakni Kepala
Daerah dan DPRD, schingga disebut unsur
penyelenggaraan pemerintahan dacrah, dan kedua
unsur pemwerintahan daerah ini dibantn perangkat
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Pengertisn . Pemerintah ~ Daerah
berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun
2014 adalah; “Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  daerah yang,
memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom™.

Kepala  Dacrah  sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan dacrah memiliki
kewenangan memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah
otonom atau Kepala Daersh pada dasamva
memimpim  dan  melaksanakan  kewenangan
bidang cksckulil pada pemerintahan daerah.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah,
Kepala Dacrah dan DPRD  dibantu Perangkat

FERKEMBANGAN MOUEL PERTARMIEELUNEIAWABAN -

Daerah, keberadaan persngkat dacrah i atur
pasal 209 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa;
1.Perangkat Daerah Provinsi terdiri; a.
sekretariat daerah, b. sekretariat DPRD,
. Inspckiorat, d. dinas dan e, balan
2 Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota
terdiri duri; w. sekretwriat dnerah, b.
sekretariat DPRD, c¢. Inspektorat, d.
dinas, €. Badan dan I. kecamatan

Menurut  Rahyunir  (2016), bahwa;
“Keberadaan dari perangkat daerah telah diakui
keberadaannya dalam  pemernintaban  dacrah,
apabila dibandingkan antara unsur perangkat
daerah yang diatur di dalam UT] nomer 23 Tahun
2014 dengan unsur perangkat dacrah vang ada
pada UL nomor 32 tahun 2004 lerdapat beberapa
perbedaan vang cukup mendasar”.

Terkait dengan Model pertanggungjawaban
Kepala Dacrah, maka pada UUT Nomor 23 Tahun
2014 ini, tidak jauh berbeda dengan model pada
ULJ Nomer 32 Talum 2004, dimana Kepala
Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah kepada pemerintah, dalam
hal ini Gubernur kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri dan Dupati/Walikota kepada
Menteri Dalam Megeri melalui Gubernur. Kepala
Daersh menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Dacrah  kepada
DPRI. Kepala Dacrah menyampaikan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 1lacrah
kepada Masyarakat, dan menyampaikan Laporan
Keuvangan Pemerintah Dueruh kepuda Badan
Pemeriksa  Kevangan, serta  menyampaikan
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Inslansi
Pemerintah kepada Menteri PAN RB.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Model  pertanggungjawaban  Kepala
Dacrah pada masa ULl Nomor 5 Tahun
1974, Kepala Daerah bertanggungjawab
kepada Pemerintuh  Tingkal Atasnya,
Gubernur  bertanggimgjawab  kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,
dan  Bupati'Walikota bertanggungjawab
kepada Gubernur melalui Menteri Dalam

Negeri.



RASYUNIR RAUF

Model  pertanggungjawaban  Kepala
Dacrah pada masa UL Nomor 22 Tahun
1999, Kepala Daerah bertanggungjawab
kepmla TPRI), hal ini ditandai dengan
penyampaian laporan pertanggungjawab
kepala dacrah kepada DPRI.

. Model  pertanggungjawaban  Kepala

Dacrah pada masa U Nomor 32 Tahun
2004, Kepala Daersh menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah, Gubernur kepada Presiden
melalui Menleri Dalam MNeperi  dan
DBupati/Walikota kepada Menteri Dalam
Negeri  Melalui  Gubernur. Serta
menyampaikan  Laporan  Keterngan
Pertanggungjawaban (LEPT KDH) kepada
DPRD

. Model  pertanggungjawaban  Kepala

Daerah masa UU Nomor 23 Tahun 2014,
tidak jauh berbeda dengan UT] Nomor 32
Tahun 2004. Gubernur kepada Presiden
melalni  Menteri  Dalam  Negeri,  dan
Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur, dan  hanya
menyampaikan  Laporan  Keterangan
Pertampgungjawaban Kepala daerah
kepada DPRD setempat.

SARAN
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1.Disarankan Kepada Pemerintah pusat
untuk  meninjay  kembali  Model
Pertangpungjawaban  Kepala Daerah
sehingga sesuai  dengan  scmanga
otonomi dacrah.,

2.Disarankan kepada Pemerintah Pusal
untuk mencrpatkan kembali keberadaan
pemerintah daerah dan 1JPRIY.
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